
r PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 19 TAHUN 2010 

TENTANG 

N ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG 
!)8AHANJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
~ pE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010 

BUPATI KUDUS 
' 

. a. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjad inya 
f~ · penambahan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sesuai ketentuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu 
mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 201 o tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 
2010 dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kudus; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati; 

ti . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
· Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988) ; 

4· Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tent~ng Penyelen~garaan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KolusI , dan Nepot1sme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5· Unciang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

6. u ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2~04 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik lndo~esIa Tahun 2?04 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 
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undang-U~dang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
1- ,-anggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

,-ahun 2004 Nomor 66• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4400); 

undang-Undang N_omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
B. pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

Undang-Undang Nomor ~2 Tahun . 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
9· (Lernbaran Negara Repu?hk lndon~s1a Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

10_undang-Undan_g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemennt~h Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndone~ta Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11.undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaj i Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) , sebagaimana 
telah beberapa kali d iubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 
Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peratu ran Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 , 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16
•Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
Llernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

17,p . 
eraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

Llernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

18 
ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

·~eraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
N euangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 k 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
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raturan Pernerintah Norn_or 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 
19.Pe rr,baran Negara Repu?l,k Indonesia Tahun 2005 Nornor 139, Tarnbahan 

(l 8 baran Negara Republlk Indonesia Nomor 4577). ~m , 
turan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

20.P::ah (Lernbaran Negara Republ_ik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, 
D bahan Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nornor 4578) · ~m , 

raturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
21 pe penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

da;onesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
:~donesia Nornor 4585) ; 

peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan 
22·dan pengawasan . Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 

Republik lndone~,a Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

23_peraturan Perne~intah Non:ior 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan d~n 
Kinerja lnstans1 Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nornor 25 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4614) ; 

24_peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4664); 

25.Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah , Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah , dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tarnbahan Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Nornor 4693) ; 

26.Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , sebagairnana telah diubah beberapa ka li 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

27.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 o· 

29 Per t ' 
da a uran ~enteri Keuangan Nomor 117 T_ahun 2010 tent~ng Pe~o~~n Umum 
k n Alokas, Sementara Tunjangan Profes, Guru Pegawa, Negen S1p1I Daerah 
epada Daerah Provinsi ,Kabupaten ,dan Kota Tahun Anggaran 2010; 

3o. Perat 
Pok uran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
K 0k-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 

31 LJdus Tahun 2007 Nomor 3) ; 
.Perat 
p Uran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran 
A~rdapatan dan Belanja Dae rah Kabupaten Kudus Tahun 

32 ~~9aran 201 0 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1 ); 
Rerat 
Pend uran Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 
An 8Patan dan Belanja oaerah Kabupaten Kudus Tahun 

99aran 201 o (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4); 

~ 



r 
n Bupati Kudus Nomor 8 T h 

33_peratura Pendapatan dan 8 1 
a . un 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran 2010 (Berita Daerah K ~ ania Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
,A.nggaran a upaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

R,ATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
, pf oUS NOMOR 

4 
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

KU NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 
:~GGARAN 2010. 

Pasal I 

etentuan Pasal 1 da_n besaran anggaran pada kode reken ing sebagaimana 
K antum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 201 0 tentang 
terc p d t d . 
penjabaran Anggaran_ en apa an an BelanJa Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2_010_ ( Benta Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4) diubah 
sebagai benkut . 

1_ Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terd iri atas: 

1. Pendapatan Daerah : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. ~elanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

n 1) Belanja Pegawai 

} 2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsidi 

•:i 4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

- 6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

•;,'. 1) Belanja Pegawai 

~ 2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

Rp 92.294.396.000,00 

Rp. 623.075.520.000,00 

Rp. 109.283.612.000,00 

Rp. 824.653.528.000,00 

Rp. 491 .805.307.000,00 

Rp. 111 .539.000,00 

Rp. 

Rp. 49.041 .652.000,00 

Rp. 36.517.627.000,00 

Rp. 2.501 .320.000,00 

R 21.480.700.000,00 p. 

R 1.500.000.000,00 p. 

Rp. 602.958.145.000,00 

Rp. 24.923.672.000,00 

Rp. 154.873.035.000,00 

Rp. 160.783.565.000,00 

Rp. 340.580.272.000,00 

Rp. 943.538.417.000,00 
Rp. (118.884.889.000,00) 



r 
pembiaya~n 

3. penenmaan 
a. 

pengeluaran b. 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp 122.599.889.000,00 

Rp. 3.715.000.000,00 

bih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 
5isa Le 

Rp. 118.884.889.000,00 

Rp. 

aran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
2. ~~!n Lan:1piran_ II diubah sebagai berikut : 

Lampiran I . 
a. D 

1) pendap~ta_n aerah , kelompok ~ain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah 
pada Jenis Dana Penyesua,an dan Otonomi Khusus semula 
Rp. 81 .975.590.000,00 bertambah sebesar Rp. 27.308.022.000,00 
sehingga menjadi sebesar Rp. 109.283.612.000 ,00. 

2) Belanja Oaerah , kelompok belanja tidak langsung jenis belanja : 
a) Belanja Pegawai semula Rp. 464.497.285.000,00 bertambah sebesar 

Rp. 27.308.022.000,00 menjadi sebesar Rp . 491 .805.307.000,00. 

b. Lampiran 11 : 
1) Kode rekening 1.01 .1.01 .01 .00.00.5.1.1.05 .03 semula Rp . 0,00 

bertambah sebesar Rp . 27.308.022.000 ,00 menjadi 
Rp. 27.308.022 .000 ,00 . 

2) Kode reken ing 1.20.1.20.05.00 .00.4.3.4 .01 .03 semula Rp . 0,00 
bertambah sebesar Rp. 27.308.022.000,00 menjad i 
Rp. 27.308.022.000,00. 

3. Perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 
huruf a dan huruf b sebaga imana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran ll 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kudus. 

Telah ditelltt ams kebenarannya : 
~No, Jabatan Pa,faf 
1 SfKDA / ~ 

Ditetapkan di Kud s 
pada tangg:al 2 Et\ffiER 8 ),10 , ; ' 1 

2 ASISTEN SfKDA 
·, 

3 l<EPALA DINAS/BAOAN f ....... 

" l<EPALA BAGIAN / ,. --- KANTOR I BIDANG 
s BAG. HUKUM/IAINNYA 

.... , 
--

101' 
I ~Udus 
l~ ;,;: · 
• 'f~ ,.201:01:i\}. 
1~At 

RAH BUPATEN KUDUS, 

- lo-'I. 



IAHUN lO IU l tNl ANC, Ptl<UIJAHAN AIA~ 
PERATIJRAN BUPATT KUDUS NOMOR 4 
TAHUN 20 10 TENTANG PENJA0ARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 
ANGGARAN 20 10 

ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DA 
NpfNJAB N BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS 

/" TAHUN ANGGARAN 20l0 

URAIAN 

2 

•TAN oAERAH 

~ p,ll' TAN ASU OAERAH 
~ ¢A 

;lj3k ~ · oaerah 
,us' RetribUSI 
' f>e09tlolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

~ Pen(lapatan Asli Daerah yang Sah 

~ p£RJMIANGAN 

~ H?Sil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

~AJobSiUmUITI 

l)a1.1 AJobSi KhUSUS 

l,l111-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

t\ln.l Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

oa,a PeO'(eSIJaian dan Otonom, Khusus 

~ Keuangan Dan Provins, atau Pemerintah Daerah Lamnya 

lfl»llA DAERAH 

sE!.,&/'llA TIDAK LANGSUNG 

~Pegawai 

~6(Jnga 

Selalja Hibah 

Sel,Jr.ja Bantuan Sosial 

Selanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemenntah Desa 

6efalja Bantuan Keuangan Kepada Provmsi/Kabupaten/Kota, Pemenntahan Desa dan 
Partl!Politlk 

6danja Tldak Terduga 

IEUIIJA LANGSUNG 

Bel.Jjija Pegawa1 

6elanja Barang dan Jasa 

Se!anja Modal 

SURPLUS / (DEFISIT) 

PfMIIAYAAN DAERAH 

PfNERlMAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

P~n Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Propmsi 

Penmnaan Kernbali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dan Lembaga Usaha 
El'.ooorniPedesaan 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Pesrbayaran Pokok Utang 

Perrberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonoml 
"edesaan 
l'embayaran Atas Penerirnaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Proplnsi 

PEMBIAYAAN NETTO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

Telah ditelltJ atas kebenMIM'fl : 
No. Jabatan P af 

1 SEKDA 

2 ASIST'EN SEKDA 

3 KEPALA OINAS/BADAN 

4 
KEPALA BAGIAN / 
KANTOR BIOANG I-

Ii iw.. HUKUM/LAJNNYA I 

JUMLAH 

3 

824.653 528.000,00 

92 294 396.000,00 

21 194 751.000,00 

53 979 25 1 000,00 

3 761 .328.000,00 

13.359.066 000,00 

623.075 520.000,00 

129.560 740 000,00 

463.0 12 580.000,00 

30 502.200.000,00 

109 283.6 12.000,00 

40 660 68 1 000,00 

42 03 1 122.000 00 

26 59 1 809 000,00 

943 538 417 000,00 

602 958 145 000,00 

49 1 805 307 000,00 

111 539 000,00 

49 041 652 000,00 

36 5 17 627 000,00 

2 50 I 320 000,00 

2 1 480 700 000,00 

1 500 000 000, 00 

340 580 272 000,00 

24 923 672 000,00 

154.873 035 000,00 

160 783 565 000,00 

( 118.884.889.000,00) 

122 599.889.000,00 

118 999 .889.000,00 

1.800 000.000,00 

l.800 .000.000,00 

3.715.000 000,00 

115.000 000,00 

1.800 000 000,00 

1.800,000.000,00 

118.884.889.000,00 

0,00 

' '--

-

~ '- --



/ Urusan Pemerintahan : l . 20 

Organisasi : 1 . 20 . 05 

KODE 
REKENING 

1 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . S 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . S . 1 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . S . 1 . 1 . 01 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . S . 1 . 1 . 02 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . S . 1 . 1 . 05 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . S . 1 . 1 . 05 . 01 

1.01 . L0l.01 . 00 . 00 . S . 1 . 1 . 05 . 02 

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . S . 1 . 1 . 05 . 03 

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . S . 2 

P E N JABARA N ANG G A R AN P E N D APAT I\N D AN B E LAN:JA OAE l"-AI-I KAU\JPA,CN K \JO \JS 

T AHUN ANGG ARAN 2010 

Urusan Wajib Otonoml D.lerah, Pemcrlntahan Umum, Admlnlstrasl Kcuangan Daerah, Pcrangkat Dacrah, Kepegawalan dan Persandian 

DJNAS PENDJDJKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 

URAIAN JUMLAH 

2 3 

BELANJA DAERAH 351.606.178 .000,00 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 337. 11 5.353.000,00 

Non Kegiatan 337. J 15.353 .000,00 

Belanja Pegawai 337. I .I 5.353.000,00 

Gaji Dan Tunjangan 264.850 .091 .000,00 

Tambahan Penghasilan PNS JS 508.·140.000,00 

Penghasilan Lainnya 56 756 .022 .000,00 

Rape! Tambahan Penghasllan Guru PNSD 14 .724 .000.000,00 

Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1" .724 .000.000,00 

Tunjangan Profesl Guru PNSD 27.308.022 .000,00 

BELANJA LANGSUNG 14 .490 .825 .000,00 

◄ 

\ 
PENlELASAN 

4 

J 



1 20 . 1 .20.05 • 00 . 00 . 4 

1.20 . 1.20.0 5 . 00 . 00 . 4 . 1 

1.Z0 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 

1.20 . 1.20 .05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02 

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03 

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 

PENOAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASU DAERAH 

DANA PEIUMl!IANGAN 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Dana Penyesuaian 

Tambahan Penghasilan Guru PNSD 

Tunjangan Profesi Guru PNSD 

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

No. Jabatan 

1 SEr~DA 

2 ASISTEN SE.l<DA 

3 KEPALA DINAS/BADAN 

4 KEPALABAGJAN/ f 
KANTOR / BJOANG 

5 

3 

768.890 .882.000 ,00 

623.075.520 .000,00 

109 .283.612.000,00 

40.660.681.000,00 

42.031.122.000,00 

42.031. 122.000,00 

14.723.100.000,00 

27.308.022.000,00 

26.591.809.000,00 

J 
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